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Abstract This thesis analyzes the provision that the President-elect for two terms cannot
become Vice President for the next term. Where there has been a lawsuit filed
with the Constitutional Court to test Law no. 7 of 2011 against the 1945
Constitution filed by the Applicant related to the legal standing in relation to
constitutional losses, the Applicant's constitutional rights are potentially
harmed in reasonable reasoning that can occur due to the enactment of the
norms of Article 169 letter n and Article 227 letter i of Law no. 7 of 2017.
Regarding this petition, the Constitutional Court has tried this constitutional
case and has decided through decision number 56 / PUU-XXI / 2023. This
study uses a normative legal method to examine the provisions on the term of
office of the President and Vice President related to the decision of the
Constitutional Court. This Constitutional Court decision provides a
constitutional interpretation stating that the constitution has provided strict
limitations on the term of office of the President and Vice President through
Article 7 of the 1945 Constitution which is very important for the
implementation of the presidential institution in Indonesia.

Keywords UU Pemiluy, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXI1/2023,
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

@ @ © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and

conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license,

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

INTRODUCTION

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar yang
disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya bukan berdasarkan kekuasaan belaka (YudhiaPerdana Sikumbang & Geofani Milthree Saragih, 2022). Dan juga
menjadi ukuran dalam hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan bukti perjuangan dan
ide-ide dasar yang digariskan oleh Founding Fathers kita serta sebagai arahan kepada generasi
penerus bangsa dalam memimpin Negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembagian kekuasaan yaitu Legislatif, eksekutif dan
yudikatif, hal itu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu teori trias politica
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(Amaluddin & Saputra, 2021). Dalam hal ini Strong juga menjelaskan bahwa trias politica adalah pengertian
pemerintah dalam arti luas yang harus mempunyai kekuasaan perundangundangan (Legislative
Power), Kekuasaan Pelaksanaan (Executive Power) dan kekuasaan peradilan (Yudicial Power) yang
disebut sebagai tiga bagian pemerintah dan menjelma kedaulatan dalam bernegara.

Negara-negara yang berdasarkan pada Demokrasi Konstitusional, Undang-undang dasar
memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak
menggunakan kekuasaan dengan sewenangl-wenang sehinggal hak-hakl rakyat Iterlindungi.
Gagasan sepertil ini dinamakanl konstitusionalisme, danl hal inil juga yangl dianut padal
Pemerintahan dil Indonesia yangl tertuang padal Undang-Undangl Dasar 11945 (Ummah, 2022).

Kekuasaanl pemerintah harusl mempunyai batasanl agar terhindarl dari kemungkinanl
terjadinya abusel of I[power. Salah satul pembatasan kekuasaanl negara yaitul pembatasan terhadapl
masa jabatanl Presiden danl Wakil Presidenl yang diaturl dalam Pasall 7 UUDI NRI Tahunl 1945,
namunl tidak diikutil oleh pengaturanl batasan masal jabatan Presidenl dan Wakill Presiden dil
Indonesia. Sehinggal pada praktiknyal menimbulkan kondisil Presiden yangl sama dipilihl kembali
secaral terus Imenerus, tanpa mengindahkanl sistem pembatasanl kekuasaan sebagail suatu prinsipl
dasar negaral berdasarkan Konstitusil (Konstitusionalisme).

Kepemimpinanl yang dapatl diperpanjang secaral terus menerusl akan berakibatl pada
penyalahgunaanl kekuasan sertal menghambat regenerasil kepemimpinan. Contohnyal pada
kepemimpinanl Presiden Soekarnol dan Presidenl Soeharto lebihl dari dual kali masal jabatan
berturutl-lturut.

Soekarnol dipilihl sebagail Presidenl Republikl Indonesial yangl pertamal dalaml sidangl
PPKIl padal 181 Agustus 11945, Presiden Soekarnol terus memangkul jabatan Presidenl sampai
terbentuknyal Negara Federall Republik Indonesial Serikat (271 Desember 11949). Pemilihan
Presidenl pada masal ini jugal dilakukan denganl aklamasi, sehinggal terjadinya pemilihanl
Presiden denganl calon tunggall yang manal Soekarno selalul terpilih untukl menjadi Presidenl
Indonesia (Elly Noviati, 2013). lalul kembali lagil pada UUDI NRI Tahunl 1945, namunl terjadi
banyakl penyimpangan salahl satunya denganl dikeluarkan TAPl MPRS INo. III/ IMPRS/1963
tentangl pengangkatan Pimpinanl Besar Revolusil Indonesia, Soekarnol menjadi Presidenl Republik
Indonesial seumur lhidup.

Pada masal pemerintahan Presidenl Soeharto dapatl dikatakan bahwal UUD NRII Tahun

19451 dilaksanakan secaral murni danl konsekuen, tetapil Presiden Soehartol memanfaatkan
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kelemahanl-kelemahan yangl terdapat dalaml UUD NRIl Tahun 19451 untuk melanggengkanl
kekuasaannya. Bahkanl Ketika itu, terdapatl produk hukuml berupa Ketetapanl MPR INo. I/
MPRI/1978 tentangl Peraturan Tatal Tertib IMPR, yang berisil kebulatan tekadl anggota MPRI untuk
mempertahankanl Konstitusi danl tidak berkehendakl mengadakan perubahanl terhadap UUDI
NRI Tahunl 11945 (Oktaviani Meri Syaputri et al., 2023).

Padal masal pemerintahanl Soehartol selalul muncull calonl tunggall dalaml pemilihanl
presidenl sehinggal Presidenl Soehartol terpilihl secaral terusl Imenerus. Daril awall mulal
kepemimpinanl padal tanggall 271 Maret 1968l sampai 211 Mei 19981 hal inil terjadi karenal belum
adal pembatasan secaral jelas menegenail pembatasan masal jabatan presidenl dan wakill presiden
dalaml UUD NRII Tahun 11945. Ketentuan mengenail masa jabatanl terdapat dalaml Pasal 71 UUD
NRII 1945 sebeluml perubahan, menyebutkanl bahwa Presidenl dan Wakill Presiden dipilihl untuk
masal jabatan limal Tahun danl sesudahnya dapatl dipilih lkembali. ketentuan tersebutl yang
akhirnyal ditafsirkan memberikanl peluang kepadal Presiden untukl terus mendudukil jabatannya
karenal tidak adal pengaturan batasanl masa jabatanl periode yangl jelas. Selamal praktik
penyelenggaraanl negara baikl pada masal pemerintahan Soekarnol maupun Soehartol digunakan
sebagail dasar hukuml untuk memperluasl dan mempertahankanl kekuasaannya.

Isul atau wacanal jabatan presidenl tiga periodel kembali bergulirl ditengah ruangl publik.
Istilahl kembali dipakail mengingat saatl Presiden Susilol Bambang Yudhoyonol (SBY) menjabatl
sebagai presidenl di periodel kedua (20091-2014), isul jabatan presidenl tiga periodel muncul.
Sayangnyal isu tersebutl berhenti begitul saja tanpal ditindak lanjutil dengan kebijakanl yang
Irelevan. Saat lini, isu tersebutl kembali Imuncul, tepat saatl Presiden Jokol Widodo menjabatl untuk
yangl kedua kalil (2019-12024) (Simbolon et al., 2023). Isu yangl muncul berulangl seperti lini,
mungkin tidakl perlu ditanggapil secara seriusl oleh lpublik. Terlebih Presidenl Joko Widodol
sebagai orangl yang akanl diusulkan menjabatl tiga lperiode, secara tegasl menolak usulanl tersebut.
Artinyal untuk apal memerdebatkan isul yang tidakl direstui olehl Presiden. Tapil dalam
lkenyataannya, isu tersebutl bergulir cukupl deras dil ruang Ipublik. Tidak heranl jika kemudianl
terjadi perdebatanl yang cukupl pelik dil ranah publikl terutama dil ranah medial sosial. Prol dan
kontral di masyarakatl terjadi denganl begitu lliar (Mugsitha & Wibowo, 2023).

Isu jabatanl presiden tigal periode yangl memberikan ruangl perdebatan bagil publik
mencerminkanl bahwa isul tersebut mendapatl perhatian Ipublik. Namun sesungguhnyal ada yangl

perlu dikritisil terhadap substansil isu jabatanl presiden tigal periode. Kritikl yang perlul
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dilayangkan adalahl terkait denganl ketidak konsistenanl dalam Iberkonsensus. UUD NRI Tahun
1945 yang merupakanl konstitusi adalahl hukum tertinggil dari Inegara. Hal inil sesuai denganl jenis
danl hierarki peraturanl perundang-lundangan berdasarkan Pasall 7 Undangl Undang Nomorl 12
Tahunl 2011 tentangl Pembentukan Peraturanl Perundang-Undanganl sebagaimana telahl diubah
denganl Undang Undangl Nomor 151 Tahun 12019. Artinya UUDI NRI Tahunl 1945 merupakanl
kesepakatan ataul konsensus yangl tinggi. Konsensusl yang telahl dimufakati secaral bulat olehl
Bangsa lIndonesia (Podungge et al., 2019).

Dalam hal ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pengujian
undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Partai Berkarya. Dimana Pemohon
mengajukan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 maka seorang Presiden
terpilih dua kali dapat mengajukan diri sebagai Wakil Presiden. Untuk hal ini, Mahkamah
Konstitusi memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam
proposal tesis ini adalah metode penelitian hukum yang normatif . Penelitian hukum normatif oleh
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan karena
dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka atau data sekunder . Lebih lanjut mereka
menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum,
sistematik hukum, tahap singkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah
hukum.

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan bahan hukum secara studi
kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber
bacaan seperti buku-buku, pendapat para sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga bahan-

bahan hukum yang penulis peroleh dari internet.

RESULTS AND DISCUSSION

Bagaimanakah pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi no 56/PUU-XX1/2023 ditinjau
dari teori Etika Moral?
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX1/2023 dari perspektif teori etika moral

melibatkan analisis bagaimana putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari

.
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prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Berikut adalah analisis etika moral yang terkait dengan
putusan tersebut (Dewi et al., 2019):

Teori etika moral berfokus pada prinsip-prinsip yang mendasari penilaian mengenai benar
dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana tindakan atau keputusan tertentu dapat dianggap etis
atau tidak etis. Dalam konteks hukum, etika moral sering kali menjadi landasan bagi pembuatan
undang-undang dan penegakan hukum, karena hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai moral
yang dipegang oleh masyarakat.

Ada beberapa pendekatan dalam teori etika moral yang relevan untuk menilai Putusan MK
Nomor 56/PUU-XX1/2023, yaitu:

1. Pertimbangan dari Perspektif Etika Deontologis

- Etika Deontologis berfokus pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang harus diikuti terlepas
dari konsekuensinya. Dalam konteks Putusan MK Nomor 56/PUU-XXI/2023, pertimbangan utama
Mahkamah adalah menjaga integritas prinsip pembatasan masa jabatan sebagai bagian dari
kewajiban untuk melindungi demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

- Prinsip Kewajiban Moral: Pembatasan masa jabatan presiden adalah kewajiban moral yang
tercermin dalam konstitusi, bertujuan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu individu.
Mahkamah, dalam putusannya, menegaskan bahwa membiarkan seorang mantan presiden yang
telah menjabat dua periode untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden akan melanggar
kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

- Konsistensi Moral: Dengan menolak permohonan tersebut, Mahkamah menunjukkan komitmen
terhadap prinsip konsistensi moral, yaitu bahwa aturan pembatasan masa jabatan harus diterapkan
secara konsisten untuk semua individu, tanpa pengecualian.

2. Pertimbangan dari Perspektif Etika Teleologis (Konsekuensialisme)

- Etika Teleologis menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya, yaitu apakah tindakan tersebut
menghasilkan hasil yang baik atau buruk. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan
konsekuensi dari memungkinkan seorang mantan presiden mencalonkan diri sebagai wakil
presiden.

- Konsekuensi Positif: Mahkamah menyadari bahwa jika mantan presiden diizinkan untuk menjadi
Wakil Presiden, ada potensi pengaruh besar yang bisa disalahgunakan, mengingat posisi Wakil
Presiden yang dekat dengan kekuasaan eksekutif tertinggi. Hal ini dapat mengarah pada

konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat dan menghambat regenerasi kepemimpinan.
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- Pencegahan Risiko Moral: Dengan menolak permohonan, Mahkamah bertindak untuk mencegah
risiko moral yang lebih besar, yaitu terjadinya otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang
dapat merusak fondasi demokrasi. Dalam konteks ini, tindakan Mahkamah dianggap etis karena
memprioritaskan kepentingan jangka panjang demokrasi dan keadilan sosial.

3. Pertimbangan dari Perspektif Etika Kebajikan

- Etika Kebajikan menilai keputusan berdasarkan karakter dan kebajikan yang dimiliki oleh
pembuat keputusan. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan kebajikan keadilan,
tanggung jawab, dan kebijaksanaan.

- Keadilan: Mahkamah mempraktikkan kebajikan keadilan dengan memastikan bahwa tidak ada
individu, bahkan mantan presiden, yang dapat menggunakan celah hukum untuk
mempertahankan kekuasaan di luar batasan yang ditentukan. Keputusan ini memastikan bahwa
aturan konstitusional diterapkan secara adil tanpa favoritisme (Al Amin & Wibowo, 2023).

- Tanggung Jawab: Putusan ini juga mencerminkan tanggung jawab Mahkamah dalam menjaga
prinsip-prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, Mahkamah
menunjukkan kebajikan tanggung jawab yang tinggi terhadap kelangsungan sistem demokrasi.

- Kebijaksanaan: Mahkamah menggunakan kebijaksanaan dalam menilai dampak jangka panjang
dari keputusan ini terhadap stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan menolak
permohonan yang berpotensi merusak sistem, Mahkamah menunjukkan kebajikan kebijaksanaan
dalam pengambilan keputusan yang sulit.

Dari perspektif teori etika moral, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX1/2023
dapat dianggap sebagai keputusan yang etis karena didasarkan pada kewajiban moral untuk
menjaga demokrasi, mempertimbangkan konsekuensi negatif dari memperpanjang kekuasaan
eksekutif, dan mempraktikkan kebajikan keadilan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini berupaya memastikan bahwa sistem demokrasi
tetap sehat dan tidak terganggu oleh potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian,
putusan ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip hukum konstitusional, tetapi juga mencerminkan
komitmen moral untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

Bila kita menganalisa menurut pendapat Jimmy Asshidigie maka sebagai berikut adalah
tambahan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XXI/2023 dengan
mempertimbangkan pandangan dan teori etika moral yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie,

seorang ahli hukum tata negara terkemuka di Indonesia.

.
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Beliau menekankan pentingnya integrasi antara hukum dan moralitas dalam proses
pengambilan keputusan di ranah hukum tata negara. Ia berpendapat bahwa hukum tidak hanya
berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga harus mencerminkan nilai-
nilai moral yang berlaku dalam Masyarakat (Luh et al., 2021). Dalam konteks pembatasan masa
jabatan presiden, Jimly menegaskan bahwa pembatasan tersebut bukan hanya persoalan teknis
legal, tetapi juga merupakan refleksi dari komitmen moral untuk menjaga demokrasi dan mencegah
akumulasi kekuasaan yang dapat mengarah pada otoritarianisme.

1. Etika Moral dan Pembatasan Kekuasaan:

- Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pembatasan kekuasaan, termasuk masa jabatan
presiden, adalah manifestasi dari nilai moral yang bertujuan untuk melindungi sistem
demokrasi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Putusan MK No. 56/PUU-
XX1/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan prinsip ini dengan melarang seorang presiden
yang telah menjabat dua periode untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.

- Menurut Jimly, keputusan ini sejalan dengan etika moral yang menempatkan pembatasan
kekuasaan sebagai tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak menjadi
milik pribadi yang dapat digunakan untuk kepentingan individu semata. Dengan demikian,
putusan ini mencerminkan komitmen moral untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan
keadilan dalam sistem pemerintahan.

2. Keseimbangan antara Hukum dan Moral:

- Jimly Asshiddigie juga menekankan bahwa hukum yang baik harus selalu selaras dengan
moralitas publik. Pembatasan masa jabatan presiden tidak hanya diatur oleh hukum positif,
tetapi juga dipandu oleh moralitas publik yang menginginkan regenerasi kepemimpinan
dan mencegah dominasi kekuasaan oleh satu individu. Dalam konteks ini, MK dalam
putusannya menegakkan prinsip moral bahwa tidak ada satu orang pun yang berhak untuk
mempertahankan kekuasaan melebihi batas yang telah ditentukan, bahkan jika dalam posisi
yang berbeda seperti Wakil Presiden.

- Keputusan MK ini, dilihat dari perspektif Jimly, adalah upaya untuk memastikan bahwa

hukum tetap mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasarinya. Dengan demikian,

putusan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan konstitusional, tetapi juga
untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum sebagai penjaga moralitas

kolektif.

465



Al Mikraj — Jurnal Studi Islam dan Humaniora

3. Etika Kepemimpinan dan Tanggung Jawab:

- Kepemimpinan dalam sistem demokrasi harus dilandasi oleh etika moral yang kuat, di mana
para pemimpin diharapkan untuk menghormati batasan-batasan kekuasaan yang
ditetapkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu stabilitas dan keberlanjutan demokrasi.
Putusan MK No. 56/PUU-XXI/2023 secara eksplisit menegaskan bahwa seorang mantan
presiden yang telah menjabat dua periode tidak boleh kembali ke posisi kekuasaan eksekutif,
bahkan sebagai Wakil Presiden (Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., 2017).

- Dari sudut pandang etika moral, keputusan ini menekankan tanggung jawab moral seorang
pemimpin untuk menghormati batasan-batasan kekuasaan dan tidak menggunakan celah
hukum untuk kembali berkuasa. Ini menunjukkan bahwa etika moral dalam kepemimpinan
bukan hanya soal menjalankan kekuasaan dengan bijaksana, tetapi juga soal mengetahui
kapan harus melepaskan kekuasaan demi menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

4. Nilai-nilai Moral dalam Konstitusi:

- Jimly Asshiddigie sering kali menekankan bahwa konstitusi tidak hanya merupakan
dokumen hukum tertinggi, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang harus dijaga dan
diterapkan. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 7 UUD 1945 bukan
hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai perwujudan nilai moral untuk mencegah
kembalinya kekuasaan yang telah dibatasi.

- Keputusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam pandangan Jimly, tidak
hanya menjalankan fungsi yuridisnya, tetapi juga berperan sebagai penjaga moralitas
konstitusional. Putusan ini menjaga agar konstitusi tetap relevan dan hidup dengan
memastikannya mencerminkan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
Dari perspektif teori etika moral yang diajukan oleh Jimly Asshiddigie, Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 56/PUU-XX1/2023 dapat dipandang sebagai keputusan yang secara moral benar
dan konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan (Manurung & Monny, 2022).
Putusan ini tidak hanya menegakkan aturan konstitusional secara kaku, tetapi juga mencerminkan
komitmen Mahkamah untuk menjaga nilai-nilai moral dalam hukum tata negara Indonesia. Melalui
keputusan ini, Mahkamah menunjukkan bahwa integritas moral dalam hukum adalah esensial

untuk menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan sistem demokrasi yang sehat.

.

Bagaimanakah perbandingan hukum masa jabatan Presiden Indonesia dengan ketentuan
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dari Korea Selatan dan Filipina?

Berikut adalah analisis perbandingan masa jabatan presiden antara Indonesia, Korea Selatan,
dan Filipina, serta implikasinya terhadap sistem politik masing-masing negara (Marbun, 2019):
1. Masa Jabatan Presiden di Indonesia

-Durasi Masa Jabatan: Di Indonesia, masa jabatan presiden adalah lima tahun, dengan
kemungkinan untuk dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan tambahan, sehingga presiden
dapat menjabat maksimal dua periode atau sepuluh tahun.

- Pembatasan Periode: Indonesia mengadopsi pembatasan dua periode sebagai bagian dari
reformasi politik pasca-Orde Baru. Ini dirancang untuk mencegah kembalinya pemerintahan
yang otoriter, seperti yang terjadi di bawah Presiden Soeharto, yang memerintah selama lebih
dari tiga dekade tanpa pembatasan masa jabatan yang jelas.

2. Masa Jabatan Presiden di Korea Selatan

- Durasi Masa Jabatan: Di Korea Selatan, masa jabatan presiden adalah lima tahun, tetapi
presiden hanya dapat menjabat untuk satu periode. Tidak ada peluang untuk dipilih kembali
setelah masa jabatan pertama berakhir.

- Pembatasan Periode: Sistem ini diberlakukan setelah transisi demokrasi pada akhir 1980-an,
sebagai respons terhadap pemerintahan militer yang panjang dan otoriter di bawah Presiden
Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan. Pembatasan masa jabatan satu periode lima tahun
dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan pergantian kepemimpinan
yang lebih teratur dan sehat.

3. Masa Jabatan Presiden di Filipina

- Durasi Masa Jabatan: Filipina menetapkan masa jabatan presiden selama enam tahun, tetapi
seperti Korea Selatan, presiden hanya dapat menjabat untuk satu periode tanpa peluang untuk
dipilih kembali.

- Pembatasan Periode: Pembatasan ini diterapkan setelah jatuhnya rezim otoriter Ferdinand
Marcos, yang memerintah Filipina selama lebih dari dua dekade. Konstitusi 1987, yang dibuat
setelah Revolusi EDSA, menetapkan pembatasan ini untuk mencegah dominasi politik oleh
satu individu dan mendorong regenerasi kepemimpinan.

4. Perbandingan dan Analisis

a. Stabilitas Pemerintahan

- Indonesia: Masa jabatan lima tahun dengan peluang dua periode memberikan
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keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja
presiden melalui pemilihan umum. Ini memungkinkan presiden untuk menjalankan
program jangka panjang, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada
satu individu terlalu lama.

- Korea Selatan dan Filipina: Sistem satu periode lima atau enam tahun, tanpa peluang untuk
dipilih kembali, memastikan bahwa tidak ada presiden yang dapat terlalu lama memegang
kekuasaan. Ini menciptakan dinamika politik yang lebih segar, tetapi juga dapat
mengakibatkan ketidakstabilan jika presiden yang terpilih tidak mampu menyelesaikan
program-programnya dalam satu periode.

b. Regenerasi Kepemimpinan

- Indonesia: Dengan pembatasan dua periode, Indonesia mendorong regenerasi
kepemimpinan setiap sepuluh tahun sekali. Meskipun demikian, ada potensi stabilitas
yang lebih tinggi karena presiden memiliki kesempatan untuk menyelesaikan agenda
politik dan kebijakan selama sepuluh tahun.

- Korea Selatan dan Filipina: Pembatasan satu periode mendorong pergantian kepemimpinan
yang lebih sering, sehingga mencegah dominasi politik oleh satu individu. Namun, hal ini
juga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan jangka panjang, karena setiap presiden
baru mungkin membawa arah kebijakan yang berbeda.

c. Akuntabilitas dan Demokrasi

- Indonesia: Pemilihan presiden setiap lima tahun dengan kemungkinan dua periode
memberikan rakyat kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja presiden secara
berkala. Ini juga memberikan presiden insentif untuk bertindak akuntabel jika ingin
terpilih kembali.

- Korea Selatan dan Filipina: Dengan hanya satu periode, presiden di kedua negara ini tidak
menghadapi tekanan politik untuk terpilih kembali, yang dapat mendorong mereka untuk
mengambil keputusan yang lebih berani atau tidak popular (kansil & Christin, 2020). Namun, ini
juga berarti bahwa presiden mungkin memiliki insentif yang lebih rendah untuk
mempertahankan popularitas di akhir masa jabatannya, karena mereka tidak akan
menghadapi pemilihan ulang.

d. Resiko Otoritarianisme

.

- Indonesia: Pembatasan dua periode di Indonesia adalah mekanisme yang cukup efektif
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untuk mencegah kembalinya otoritarianisme. Meskipun begitu, ada risiko bahwa presiden
yang terpilih dua kali dapat mencoba memperpanjang kekuasaan melalui perubahan
konstitusi atau pengaruh politik lainnya.

- Korea Selatan dan Filipina: Pembatasan satu periode secara efektif mencegah potensi
kembalinya otoritarianisme, karena tidak ada individu yang dapat memperpanjang
kekuasaannya melalui pemilihan ulang. Ini juga membatasi potensi penyalahgunaan
kekuasaan untuk mempersiapkan pemilihan ulang.

CONCLUSION

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXI/2023 dapat dianggap
sebagai keputusan yang secara moral benar dan konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi serta
pembatasan kekuasaan. Keputusan ini menunjukkan bahwa integritas moral dalam hukum adalah
esensial untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan sistem demokrasi yang sehat di
Indonesia. Sebagai bagian dari studi hukum, analisis ini menggarisbawahi pentingnya memadukan
hukum dengan nilai-nilai moral untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai
alat regulasi, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Oleh karena itu, masa jabatan presiden di Indonesia saat ini dapat dianggap ideal untuk

mempertahankan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan, akuntabilitas, dan regenerasi
kepemimpinan. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa penerapan sistem ini
dilakukan dengan integritas yang tinggi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi
penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Keberlanjutan demokrasi yang sehat di Indonesia
bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga dan menghormati batasan konstitusional

ini.
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